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DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU

bahwa daha ranvia sicnindaklanjutul ketentuan Peraturan
Presiden Nomor lo Tahun 2018 tentang Pcengadaan
Barang/Jasa Pemerintah mengenai tugas Pengguna
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat
Komitmen,

ebahwai dalam ranekoa niempermudah dan memperlancar
proses penevelolaan heuundgan perlu dilakukan penvesuaian
terhadap Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 85 Tahun
2UI7 tentany Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Indragin Hulu;

. bahwa berdasarkan perumbangan sebagaimana dimaksud
dalam hurul a dan buruf b perlus menectapkan Peraturan
Bupati tentang Pormibaban Kedua atas Peraturan Bupati
Indragiri Fluda Noga SS 2016 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolcs. bcuangan Daerah Kabupaten Indragin
Hulu;

. Undang-Undang Nomor 12. Tahun 1956s tentang
Pembentukan Daerah Qtonom Kabupaten dalam Lingkungan
Propins: Sumadters Vongil: (Lembaran Negara kepublik
Indonesia Tahun Teor. Normor 25) sebageimana telah ciubah
dengan Unidang-Cradiaig Nomor © Tahun 19605 tentang
Pembentukin Dieral Tingkeat UH Indragiri Hilir dengan
mengubah Undang undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun [405 Nomor 39, Teinbahan Lembaran
Negara Republik Iidiiesia Nomor 2754);

J Undany-Unideng Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penvelonygaraanm Negara Vang bersih dan bebas hKorupsi,
Kolusi dan Nepotisine (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 385]1};

. Undang-Undanyg Nuimur 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lerbaris Newarag Republik Indonesia Talia 2003
Nomor +7. Toanibodiat. Lembearan Negara Republik Indonesia
Nomor +286);

. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tenlang
Perbendaharaun Nesura (Lembaran Negara Republik
Indonésia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Neoiunor 4355):

o. Undang-Undang ...
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pcmerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negura Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 __ tentang6.
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran .

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234):
-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang7.
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali turakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
9679);

a

. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata8.
Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028};
Peraturan Pemerintal: Nomor 24 Tahun 2004 Tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwukilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomour 24 tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keusngan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4659);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik lidonesia Nomor 4576), sebagaimana
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Pcraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistem Intormasi Keuangan Daerah ;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun #005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Repubith lidunesia Nomor 4578):

la. Peraturan ...
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.Peraturan Pemerintauh Nomor 8 ‘Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja listansi Pemerintah (Uembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Pemcrintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3165);
Peraturan Pemerintali Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tuhun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barauny/Jasa Pemerintah;
Peraturan Menter) Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Mcnter! Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mentcri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah:
Peraturan Menteri Dalum Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanju Daerah
sebagaimana tlah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018
tentang Perubahan Keuiga atas peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
Peraturan Dacrah habupaten Indragiri Hulu Noror 19 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah habupaten Indragiri Hulu Tahun 2008
Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 16 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangian Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 16);
Peraturan Dacrah Walbupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukaun dan Susunan Pcrangkat Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 85 TAHUN
2016 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Pasal ...



Pasal I
Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 85 Tahun 2016
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor
85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Indragiri Hulu
Nomor 95 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri
Hulu Nomor 85 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu Tahun 2017 Nomor 95) dalam Lampiran I diubah sebagai
berikut :

1. Pada Bab I Di antara hurufH dan hurif! disisip | (satu) huruf baru yaitu huruf
Hl yang berbunvi sebagai berikut:

H1. KUASA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)

Pejabat Pengelola Keuanguan Daerah dapat melimpahkan sebagian
kewenangannya kepada Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Kuasa Pejabat Pengclola Keuanyan Daerah merupakan Seckreturis pada
Badan Pengelolaan Keuangan dan Asel Dacrah.

Kuasa Pejabat Pengelola Keuangin Daerah dapat diberi tugas, wewenang
dan tanggung jawab sebagai berikut :

1, membantu dan mewukili Pejabut Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam

menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD):
2. membantu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam melakukan

pengencalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
3. membantu dan mewakili Pejabat Vongelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam

member petunjuk pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas
dacrah;

4. membantu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam melaksanakan
sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;:

membantu Pejyabat Pengelola Ketuswugan Daerah (PPKD) dalam penyajianio

informasi kcuangan dacerah:

6. menandatangani SPM Belanja ‘Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (PPKD) dan Pengelolaan Pembiayaan Pejabat Pengelola Keuangan
Dacrah (PPKD) dengan nominal di bawah Rp.100.000.000.- (Seratus Juta
Rupiah):

7. apabila ...



~ apabila Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berhalangan maka SPM

Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD} dan

Pengelolaan Pembiayuan Pejabiut Peogelola Keuangan Daerah {PPKD) dapat
ditandatangani oleh Pejabat Kuasa Peyabat Pengelola Keuangan Daerah,

Ketentuan pada Bab I huruf J diubah schingga berbunyi sebagai berikut :2.

PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG

Pengguna anggaran adalah pejubat pemegang kekuasaan pcnggunaan
anggaran belanja daerah. yang terdiri dari para Kepala SKPD yang ditetapkan
sebagai Pengguna Anggaran.

Pengguna anggaran bertunggungjiwab atas terub penatausahaan anggaran
yang dialokasi pada SKPD vang dipimpuinyva. termasuk melakukan pemeriksaan
kas yang dikelola oleh bendahara.

Pengguna Anggaran mempunyai tugas :

1. Menvusun RKA-SKPD:
. Menvusun DPA/DPPA-SKPD,N

3. Melakukan tindukan vang mengakibatkan pengeluaran kas beban
anggaran belanja;

4. Melaksanakan anggaran SKPD:
9. Melakukan pengujian atas tagihan dau: memerintahkan pembavaran:
6. Melaksanakan pemungutan penerimain bukan pajak:

Menundatangani SPM:
8. Mengelola utang dan piutuang menjadi tanggung jawab SKPD yang

dipimpinnya;
9. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab

SKPD vang dipimpinnya:
10. Mensusun dan menyampaikan luporan keuangan SKPD;
ll. Mengawasi pelaksanaiun angearan SNPD:
12. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang

telah ditetapkan;

Pengguna Anggaran di dakun pe: zidaan barang/jasa memiliki tugas dan

kewenangan:

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran
belanja;

2. Mengadekan perjanjian dengan piliak lain dalam batas anggaran belanja
vang telah ditetapkan;

3. Menetapkan ...



3.

Mcnetapkan perencanaan peneudaen:

Menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan RUP:
Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
Menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tendcr/Seleksi ulang gagal:
Mengusulkan Pejabat Pembuat Komitmen untuk ditetapkan oleh Bupati;
Menctapkan Pejabat Pergediaan:

oO
o

Fk

Menetapkan Pejabat Pencrima Hasil Pekerjaan (P]PHP)/ Panitia Penerima
Hasil Pexerjaan (PPHP);

10. Menetapkan Penyelenggara Swakelola;
11. Menetapkan tim teknis:
12. Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui

Savembara/hontes:
13. Menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugasnva kepada Kepala Dacrah melalui Sekretaris Daerah.

Bupati selaku Pemeygang Nekucsai Pengelolaan Keuangan Daerah {PKPKD)
dapat menunjuk Kepala SKPD yang dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) sebagai
Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dengan menggunakan jabatan definitifnya.

Ketentuan pada Bab |] huruf k diubah schingga berbunyi sebagai berikut:

K. KUASA PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA BARANG

Pengguna Anggaran/Pengguna iarang dapat mclimpahkan sebagian
kewenangannya kepada kepala unit kerja dan/atau Eselon II] pada SKPD selaku
kuasa pengguna anggaran/pengguna barang. Pelimpahan wewenang ditetapkan
oleh Kepala Dacrah atas usul kepala SKPD atas dasar :

1. Besuran SKPD; SKPD yang memiliki sekurang-kurangnya 12 (dua belas) unit
kerja setingkat Eselon lil; (untuk SAID Sckretariat Daerah)

2. Besar jumlah uang vung dikelula: SKPD yang mempunyai anggaran belanja
langsung bernilai di atas Rp. 30.00U.000.000.- (tiga puluh milyar rupiah);

3. Pertimbangan objektif lainnya.

huasa Pengguna Angyaran Kudsa Pengguna Barang dapat dibcri tugas,
wewenang dan tanggungjawab sebagai berikut:

1. Melakukan tindakan vang mengidsibatkan pengeluaran atas beban unggaran
belanja:

2. Melaksanakan ...



ly

8.

Meéluksanakan anggaran unit kerja ying dipimpinnya;
Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran:
Menandatangani SPM:
a. Khuses untuk SKPD Sckretariat Cacrah:
b. Dalam hal Kepala Badan/Dinus Nentor selaku Pengguna Anggaran pada

Perangkat Daerah ditugjuk scbagai Pelaksana Tugas (Plt.) dan
Pengguna Anggéran pada Perangkal Daerah vang belum/tidak memiliki
Kepala Badan/Dinas/Kantor yang defenitif. maka Pengguna Anggaran
tersebut dapat memberikan kuasa untuk penandatanganan Surat Perintah
Membayar (SPM) dan Dokumen Por langgungjawaban Pengelolaan KNeuangan
Daerah kepada Kuasa Pengguna Anggarat pada Perangkat Daerah yang
belum/tidak meimiliki Kopala Badin /Dinas/ Kantor yang defenitif dimaksud;

Menandatangani surat pernyataan pengajuan SPP;
Mengaweéesi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan barang/jusa yang
disampaikan oleh panitia pengadiaan barang/jasa sesuai kewenangannya;
Menandatangant kartu kendali keg:atan vang disusun dan disiapkan oleh
PPTR:

Menandatangani substansi BKU, buku simpanan/bank, buku pajak, buku
panjar, buku rekapitulasi pengelusaran rincian objek dan buku register
SPP/SPM:

/Menundatangani bukth pengeluarin vang dilakukan oleh Bendahara
Penycluaran/ Bendahara Pengeluari Pembantu;

. Mengawasi pclaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya.

. Melaksarakan lugas-tugas kuasa penggtinaan anggaran lainnya be:dasarkan
kuasa vang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran,
-huasa Pengguna Angearan/Kuusa Pengguna Barang yang berkedudukan
scbugai Sekretaris. dalam hal Pengguna Anggaran berhalangan tetap sampai
ditunjuk Pengguna Anggarany Pengguna Barang Definitif dapat
menandatangani Surat Perintah Membavar (SPM) dan Dokumen
Pertanggungjawaban Pengclolaan Ke vungan Daerah,

Kuasa Pengguna Anggaran dakun Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan
pendelegasian sesuai dengan peliimpahan dari Pengguna Anggaran.

Selain kewenangan vang didclegusikan oleh Pengguna Anggaran, Kuasa
Pengguna Anggaran berwenang menjawalb Sanggah Banding peserta Tender
Pekerjaan Konstruksi.

Kuasa ...
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Kuasa Pengguna Anggaran dapat menugaskan Pejabat Pembuat Komitmen
untuk melaksanakan kewenangan vang terkait dengan:

a. melakukan undakan vung mcngukibatkan pengeluaran oanggaran

belangja; dan/atau
b. mengadakan perjaunjiu dengan pihak lain dalam batas anggaran

belanja yang telah ditetapkan.
Kuasa Pengguna Anggaran dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan

Barang/Jasa.
Dalam hal udak ada personcl vang dapat ditunjuk sebagai Pejabat

Pembuat Komitmen, huasa Pengguna Anggaran dapat mcrangkap sebagai
Pejabat Pembuat Komitmen.

Kulasa pengguna anggiuraun/kuasa pengguna barang dalam pengelolaan
keuangan daerah yang melekat dengiui jabatannva adalah:

1. Sekretaris pada setiap Badan, Inspektorat, Dinas dan Kabag Umum pada
Sekretariat Dewan;

2. Kepala Bagian pada Sekretariat Dacrah:
Kepala Bidang Pengelolaan Aset pad. Badan Pengelolaan Keuangun dan AsetG

o

Ducreah:

4. Kepala Bidang Pengelola Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;a >1g

Kepala SLTP atau sederajat (Khusus Gaji):5.

Sekretaris pada setup Badan Lines) lispektorat/Satuan Polisi Pamong
Praja selama menduduki jabataa Peluksana Tugas (Plt) Kepala SKPD yang
ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran / Pengguna Barang tidak ditunjuk sebagai
Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengzuna Barang.

Apabila Kuasa Pengguna Angguran Sckretaris berhalangan miclebihi 1

(satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan perlu diusulkan/ditunjuk
penggunti Kuesa Pengguna Anggaran dinaksud.

Penunjukan / Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang
pada Satuan Kerja Perangkat Dacrah (SiPD) ditctapkan dengan Keputusau Kepala
Daerah Indragin Hulu. sedang uraie: (.gasnyva ditetapkan oleh Kepala SKPD/PA
dengan merinci apa saga vang dikiuasakan. serta bertanggungjawab atas
pelaksanaan tugasnyva kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang masing-
Mmasing Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD).

4+. Kelentuan ...



4,

L.

Ketentuan pada Bab [ hurul b diuhbah schingga berbunvi sebagai berikut:

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

Pengguna Anggaran menunjuk dai mengangkat Pejabat Pembuut Kumitmen
Berddsarkan :

1. Memiuliki Integritas.

ho Memiliki tanggungjawab dan kuulifikasi teknis serta manajerial untuk
melaksanakan lugas.

3. Memiuliki sertifikasi keahlian pengicdaan barang den jasa.
4.0 Menandatangent palktau integritas,
9. Tidak menjabat sebagai Pengclola Keuangan (Bendahara/ Verifikasi).
6. Berpendidikan paling kurang $1 dengan bidang keahlian.

Sebagai pemilik pekerjaan vang bertariggungjawab atas pelaksanaan pengadaan
barang/jase, sedangkan kontrak adalui perikatan pejabat pembuat komitmen
dengan penvedia barang, jusa daleun peluksanuan pengadaan barang/jasa dan
diketahui/cisetujui oleh Pengguna Angearan.

Pejabat Pembuat Komitmen ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Angguran untuk melaksanakan pengadaan
barany “jasa

Tugas pokok dan kewenwigan pejaibat pembuat komitmen :

1. menyusun perencanaan penvudaan;
2. menetapkan spesifikasi teknis; Kerangka Acuan Kerja (KAK);
3. menetapkan rancangan kontral.:
4. menetapkan Harea Sementaura (HPS);

menetapkan besaran uanyg muka vang akan dibavarkan kepada
Penyedia;

6. mengusulkan perubahan jadwiul kegiatan:
7. menectapkan tim pendukuny:
GS. inenetapkan Um ataul lemigi whl
9. melaksanakan E-purchasiny untuk nilai paling sedikit di atas

Rp20C.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
10. menetapkan Surat Penunjukan Penvedia Barang/Jasa;
ll. mengendalikan Kontrak:
12. melaporken pelaksenaan devi pousclesaian kegiatan kepada PA/KPA;

13. menyerahkan ...



13. menyerahkan hasil pekerjaan pcelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA
clengan berita acara penyerahan;

14. meny:mpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
kegiatan; dan

15. menilai kinerja Penyvedia.

Selain melaksanakan tugeas scbageimana dimaksud di atas, Pejabat
Pembuat Komitmen meiaksanakan (uges pelimpahan kewenangan dari Pengguna
Angguran/Kuasu Pengguna coelyputi:

a. melakukan tindakan vang mengakibatkan pengeluaran anggaran
belanja; dan

b. mengadakan dan menelapki perjanjian dengan pihak lain dalam
bias anggaran belanjea vang lean ditctapkan,

Pejabat Pembuat Komitmen dalum melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
diatas dapat dibantu oleh Pengelola Pengadlaan Barang/Jasa.

Apabila pada setiap SKPD tersebut udak memiliki PNS yang mempunyai
Serulikas: seahilan Pengadaan Barang dan Jasa untuk ditunjuk sebagai Pejabat
Pembuat Komitmen, maka SAPD terscbut menunjuk Pejabat Pembuat kKomitmen

(PPK) sebagai berikut :

1. Pade SKPD Badan?’ Dinas/Inspekturat adalah Sekretaris. dan pada Setwan
adlidah Acpala Bagian Gimuim.,

ho Pada SNPD Sekretariat Daerah. igsudan Pengelulaan Keuangan dan Aset
Dacrah, Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas
Pendidikan dan Kebudavaan. Dinas Kesehatan dan Dinas Kepernudaaan,
Olahraga dan Pariwisata ditunjuk habag/ habid dan dapat ditunjuk Pegawai
Negerl Sipil diltiu RKabug sang mempunvad keahlan sertifikasi
urang asa,

3. Pada SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan selain Sekretaris juga
ditunjuk Kabid Pengelolaan Pusar atau Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai
keahhan sertifikasi baruang/jasa.

4, Pada SKPD Kantor. Pengguna Ansyearan menjadi PP.
&. Pada SKPD Recamatan. Pengyulea vAnggaran menjadi PPR.aor Panter)

Pasal ...



Paisal

Peratuiran Buypeti tat mula berlakeu pada Goiggel diundangkan.
Agar seliap orang mengetahuinva. memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Indragiri
Hulu

a

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 14 Januari 2019

ATI INDRAGIRI HULU

YOPI ARIANTO

Diundangken di Rengat
pada tanggal [4 Januari 2019
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